PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA (PERDA)

Menimbang :

Menginget :

NOMOR 10 TAHUN 1998 (10/1998)
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il JAY APURA

a

10.

11

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pgak Daerah dan Retribus Daerah, meka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jaygpura Nomor 5 Tahun 1972 tentang
Pajak Reklame yang beberapa kali dirobah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura Nomor 17 Tahun 1991
perlu disesuakan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penydesaian
Sengketa Pgak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagjak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Sura Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Propins Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54);

Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dagrah;
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12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Dagrah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah;

13. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata
Cara Pembukuan;

14. Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pgjak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 6 Tahun
1990 tentang Susunan Organisad dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapurg;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 3 Tahun
1992 tentang Organises dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Javapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

JAYAPURA TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a

b.
C.
d

Daerah addah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Kepaa Daerah adalah Bupati Kepala Dagrah Tingkat |1 Jayapura;

Dinas Pendgpatan Daerah adalah Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Jayapurg;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpgakan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Reklame yang sslanjutnya disebut Pgjak adalah pungutan Daerah aas penyeenggaraan
reklame;

Reklame addah Benda, dat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak
ragamnya untuk tujuan komersal, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan
atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecudi yang dilakukan oleh Pemerintah;
Panggung/lokas .reklame addah saranad atau tempat pemasangan satu atau bebergpa buah
reklame;
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(1)
(2)
3

Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan aas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya;

Kawasan/zone addah batasan-batasan wilayah tertentu sesua dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;

Nila Jud Obyek Pgjak Reklame adalah kesduruhan pembayara/ pengeluaran biaya yang
dikeluarkan oleh pemilik dan atau penydenggara reklame termasuk daam hd ini adalah
biayalharga bdi bahan reklame, kongruks, ingdad ligrik, pembayarar/ ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan trangportad pengangkutan
dan lain sebagainya sampal dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagekan,
ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan;

Nilal strategis lokas reklame adalah ukuran nila yang ditetapkan pada titik lokas pemasangan
reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfastan tata ruang kota untuk berbaga
aspek kegiatan di bidang usahg;

Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah yang sdanjutnya disngkat SPTPD adadlah surat yang
digunakan oleh Wagib Paak untuk meaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang
terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpgakan daerah;

Surat Setoran Pgjak Daerah, yang selanjutnya disngkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pgak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pgak yang terhutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan olen Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disngkat SKPD addah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya -disngkat SKPDKB addah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pgak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pgak, besarnya sankd administras, dan jumlah yang, mash
harus dibayar;

Surat Ketetagpan Pgak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sdanjutnya disingkat SKPDKBT,
addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang ditetgpkan;

Surat Ketetgpan Pgjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disngkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pgjak lebih
besar dari Pgjak yang terhutang atau tidak seharusnyaterhutang;

Surat Ketetgpan Pgjak Daerah Nihil, yang sdanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pgak, atau
pajak tidak terhutang dan tidek ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disngkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanks adminigtras berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pgjak Reklame dipungut Pajak atas setigp penydenggaraan Reklame.,
Objek Pgak adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mdiputi :

a  Reklame Papav/Billboard/Megatron ;

b. Reklame Kain;
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Reklame Mdekat (Stiker);

Reklame Selebaran ;

Reklame Berjdan, termasuk pada kendaraan ;
Reklame Udara;;

Reklame Suara;

Reklame FilnvSlide;

Reklame Peragaan.

—STQ@ Do

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajek addlah:

a
b.
C.

(1)
2

(1)
2
©)

(4)

©)

Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Penyelenggaraan Reklame meldui Televis, Radio, Warta Harian;
Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetgpkan o/eh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Pajak addah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.
Waib Pgjak adalah orang pribadi atau badan yang menyeenggarakan RekJame.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pgjak addah Nilai Sewa Reklame.

Nila Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama
pemasangan, nilal Srategis, lokad dan jenisreklame.

Daam ha reklame disslenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk
kepentingan sendiri, maka nila sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan,
pemdiharaan, nilai strategis, lokas dan jenisreklame.

Daam hal reklame disdenggarakan oleh pihak ketiga, maka nila sewa reklame ditentukan
berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan
memperhatikan biaya pemasangan, pemdiharaan, lamanya pemasangan, nilal Srategis, lokad dan
jenisreklame.

Hasll perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana & dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam
bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepaa Dagerah.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pgak ditetgpkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah;
(20 Besanya Pgak yang terhutang dihitung dengan cara mengdikan Tarif Pgak sebagamana
dimaksud dalam Pasdl 6 dengan Dasar Pengenaan Pgjak sebagaimana dimaksud ddam Pasal 5

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pgjak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyeenggaraan
reklame.

Pasal 9
Pajak terhutang dalam masa pgjak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
Pasal 10

(1) Setigp Wajib Pgjak wajib mengis SPTPD.

(20 SPTPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diis dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wgjib Pgjak atau Kuasanya

(3 SPTPD ssbagaimana dimeksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepaa Daerah
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4 Bentuk, is dantatacara pengisan SPTPD ditetgpkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagamana dimeksud ddam Pesd 11 aya (1), Kepada Daerah
menetapkan pgak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(20 Apabila SKPD sebagamana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu pding lama 30 (tiga puluh) hari sgak SKPD diterima, dikenakan sanks adminidras
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Waib Pgak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
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